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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 88/PMK.06/2009 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG  
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 Menimbang :    a.  Bahwa dalam rangka optimalisasi pengurusan Piutang Negara, 
perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan  Piutang Negara; 

         b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara; 

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang  Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2104); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4652); 

6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara; 

7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang 
Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara; 

9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang 
Pengurusan Piutang Negara;  

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
149/PMK.01/2008; 
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara; 

                             MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR: 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN 
PIUTANG NEGARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 
menjadi berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud 
 dengan: 

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung 
maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan 
suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 

2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara. 

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara. 

4. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat 
pusat maupun cabang. 

5. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal. 

6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal. 

7. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal. 
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8. Chanelling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah 
kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga 
pembiayaan non perbankan dimana pemerintah 
menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan. 

9. Risk sharing adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah 
kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga 
pembiayaan non perbankan dimana pemerintah dan 
perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan berbagi 
risiko kerugian apabila terjadi kemacetan. 

10. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga 
Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau 
seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha 
Milik Negara, yang untuk selanjutnya disingkat BUMN, 
atau Badan Usaha Milik Daerah, yang untuk selanjutnya 
disingkat BUMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan 
Piutang Negara. 

11. Penanggung Hutang adalah badan/atau orang yang 
berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, 
termasuk badan/atau orang yang menjamin penyelesaian 
seluruh hutang Penanggung Hutang.  

12. Penjamin Hutang adalah badan/atau orang yang menjamin 
penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung 
Hutang. 

13. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, yang untuk 
selanjutnya disebut SP3N, adalah surat yang diterbitkan 
oleh Panitia, berisi pernyataan menerima penyerahan 
pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang. 

14. Pernyataan Bersama adalah kesepakatan antara Panitia 
Cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang 
yang wajib dilunasi, cara-cara penyelesaiannya, dan sanksi. 

15. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah 
surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat 
jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung 
Hutang. 
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16. Pencegahan adalah larangan bepergian ke luar dari wilayah 
Republik Indonesia. 

17. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh 
Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk 
membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
tanggal diberitahukan. 

18. Juru Sita Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Direktorat Jenderal yang diberi tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan. 

19. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung 
Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai 
jaminan penyelesaian hutang. 

20. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik 
Penanggung Hutang yang tidak diikat sebagai jaminan 
hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian 
hutang. 

21. Penilai Internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa 
Menteri Keuangan, yang diberi tugas, wewenang dan 
tanggung jawab untuk melakukan penilaian. 

22. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal 
penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau 
hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang 
berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, 
dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya 
dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana 
kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti 
tersebut, bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. 

23. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui 
lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya. 

24. Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang 
dalam lelang. 


